
BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR T A I I U N  2018

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7  Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
01 Tahun 2018 Tentang Perubahaan atas Peraturan Daerah Nomor
05 Ta b u n  2016  Tentang Pembentukan d a n  Susunan Organisasi
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan R a k y a t  D a e r a h  d a n  Inspektorat D a e r a h
Kabupaten Buol.

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Moruwali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tabun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali,  d a n  Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2 0 1 4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) ,  scbagaimana t c l a h  d i u b a h  t c r a k h i r  d c n g a n
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan  Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
5589);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 6
Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 5  Tahun  2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten B u o l  yang  te lah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor  5  Ta h u n  2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol
(Lembar Daerah 01 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPAT I  TENTANG KEDUDUKAN D A N  SUSUNAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan D a e r a h  a d a l a h  penyelenggaraan U r u s a n  Pemerintahan o l e h

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuari Republik Indonesia sebagaiifiaria dimaksud dalarn
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  k e p a l a  D a e r a h  sebagai  u n s u r  penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala  Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.

6. Sekretar iat  Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang
selanjutnya disebut Sekretariat Daerah.

7. Sekretar is Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang secara
operasional dan  administrat i f  berada dibawah dan  bertanggung jawab kepada
Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.

8. Sekretar iat  D e w a n  Perwaki lan R a k y a t  Daerah  y a n g  selanjutnya d i  s e b u t
Sekretariat DPRD merupakan u n s u r  pelayanan administrasi  d a n  pemberian
dukungan terhadap 'togas dan fungsi DPRD.
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9. Inspektorat  Daerah merupakan unsur  pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah.

10. Staf A h l i  ada lah  ke lompok  s t a f  y a n g  mempunyai  keah l ian  te r ten tuuntuk
membantu Bupati dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan
daerah sesuai bidang tugasnya,

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah h impunan kedudukan yang mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris

Daerah.
(3) Sekretaris Daerah sebagaimana d imaksud pada  aya t  (2) bertanggung jawab

kepada Bupati.

Pasal 3
(1) Sekretariat DPRD merupakan u n s u r  pelayanan admiri istrasi d a n  pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) da lam melaksanakan

tugasnya secara teknis operasional berada d i  bawah dan  bertanggung jawab
kepada p impinan DPRD d a n  secara administrat i f  bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Sekretaris D P R D  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )  d i a n g k a t  d a n
diberhentikan dengan Keputusan B u p a t i  a t a s  persetujuan p imp inan  DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4
(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.
(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
(3) Inspektur  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 5
(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B.
(2) Susunan o r g a n i s a s i  S e k r e t a r i a t  D a e r a h  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:
a. s e k r e t a r i s  daerah;
b. a s i s t e n  administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membawahi:

1. B a g i a n  Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
a) sub bagian pembinaan kecamatan dan kelurahan;
b) sub bagian penataan wilayah; dan
c) sub bagian otonomi daerah dan kerjasama.

2. B a g i a n  Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
a) sub bagian kesejahteraan rakyat;
b) sub bagian monitoring dan evaluasi; dan
c) sub bagian keagamaan.

3. B a g i a n  Hukum, membawahi
a) sub bagian produk hukum dan perundang-undangan;
b) sub bagian bantuan hukum dan HAM; dan
c) sub bagian dokumentasi, informasi hukum dan penyuluhan hukum.

c. A s i s t e n  Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Umum membawahi:
1. B a g i a n  Perekonomian, Pembangunan  d a n  S u m b e r  D a y a  A l a m ,

membawahi:
a) sub  bagian perekonomian dan sumber daya alam;
b) s i b  b a g i a n  penycisvinan program,  monitoring d a n  evaluasi

pembangunan ; dan
c) s u b  bagian layanan pengadaan secara elektronik.

2. B a g i a n  Organisasi, membawahi:
a) sub  bagian kelembagaan dan reformasi birokrasi;
b) sub  bagian analisis jabatan, analisis beban kerja dan kepegawaian;

dan
c) sub  bagian pelayanan publik dan budaya kerja.

3. B a g i a n  Umum, membawahi:
a) sub bagian keuangan dan aset;
b) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; dan
c) sub bagian protokoler dan TU Pimpinan.
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(3)

d. S t a f  Ahli Bupati tneliputi :
1. s t a f  ahli bidang hukum dan politik;
2. s t a f  ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
3. s t a f  ahl i  b idang sumber daya manusia, pembangunan, ekonomi dan

keuangan.
e. B a g i a n  Layanan Pengadaan rnembawahi

1. s t a b  bagian Tata Usaha;
2. s u b  bagian pengadaan barang dan jasa; dan
3. s u b  bagian evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sanggah.

f. K e l o m p o k  Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5)

(1)
(2)

(3)

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6
Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C.
Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas
a. sekretaris DPRD;
b. bagian umum dan keuangan, membawahi :

1. s u b  bagian umum dan kepegawaian;
2. s u b  bagian program, keuangan dan aset.

c. bagian persidangan dan perundang-undangan membawahi
1. s u b  bagian kajian perundang-undangan;
2. s u b  bagian persidangan dan risalah; dan
3. s u b  bagian HUMAS, protokol dan publikasi.

d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan membawahi :
1. s u b  bagian fasilitasi penganggaran;
2. s u b  bagian fasilitasi pengawasan; dan
3. s u b  bagian kerja sama dan aspirasi.

e. kelompok jabatan fungsionai.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran H yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keliga
Inspektorat Daerah

Pasal i
(1) Inspektorat Daerah merupakan  Inspektorat tipe A.
(2) Susunan organisasi Inspekotrat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

terdiri atas:
a. inspektur;
b. sekretariat membawahi;

1. sub baEinn perencanaan dan program;
2. sub bagian analisis, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut; dan
3. sub  bagian umum, keuangan dan aset.

c. inspektur  pembantu I;
d. inspektur  pembantu II;
e. inspektur  pembantu III;
f. i nspek tu r  pembantu IV; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah tercanturn dalatn Larnpiran HI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Wi layah ketja Inspektur Pembantu Wilayah IRRRR, Inspektur Pembantu Wilayah
II, I n s p e k t u r  Pembantu Wilayah I I I  d a n  I n s p e k t u r  Pembantu Wilayah I V
sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) h u r u f  c, h u r u f  d, h u r u f  e dan  h u r u f  f
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JABATAN

Pasal 8
Jabatan d a n  eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD d a n  Inspektorat
Daerah adalah sebagai berikut:
a. sekretaris daerah merupakan jabatan p impinan t ingg i  p ra tama a tau  jabatan

struktural Eselon IIa;
b. asisten, s ta f  ahli, sekretaris DPRD dan inspektur merupakan jabatan pimpinan

tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon lib;
c. kepala bagian, sekretaris inspektorat dan inspektur pembantu merupakan jabatan

administrator atau jabatan slruktural Eselon IIIa.
d. kepala s u b  bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan  inspektorat

daerah merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
(1) Pada saat Peraturan Bupat i  i n i  mulai  berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat

yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan  Inspektorat Daerah
sebelum p e r a t u r a n  i n i  d i  undangkan  t e t a p  menduduk i  jaba tannya  d a n
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan
peraturan bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati in i  mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupalen Buul Tahun
2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Diteta.pkan di Buul
pada tanggal

BUPAT BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal ( 0 /  2 0 1 8

SE T A R  D A E R A H
UPAT N B  O L

ABD. HAMI t LAKUNT
Pembina U a  Mady.

NIP. 19580520 983031 0 19

2018

BERITA DAERAH KAB PATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR
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LAMPIRAN I :

ASISTEN ADM.
PBSIERINTAHAN DAN

ICSBZJAHTBRAAb RANYAT

ASISTEN ADM.
PEREKONOMIAN,

PUIBANGUNAN DAN
M a l

BAGIAN

£MERINTA FlAst &  OTDA

MAGIAN

KESEJAIITERAAN RAKYAT
& KEMASYARAKATAN

BAGIAN

HOKUM J BAGIAB

PEREKONOMLAN,
PEMBANOL NAN DAN SEA

RAGLAN

ORGANISASI

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

LAYAN AN PENOADAAN

1
Dab Saglau

Pembinam Kticamatan
dan .itharahtm

Sub Basks*

Keaejahteraan Rakyat

Dab RaIDILP

Produlc Huikum dare
Perundmg-andangan

—J
dPerekonon i lan

Sub Lae**

dan SDA

lab Bagian

-;elembagaan dan
Reformasi Birokrast

Sub Seigiaa

Keuangan dan Aset

Sub laicism

Ta•.a Usaha

Sub Da/lan

Penatrian Wilayah

Sub Ultima

Monitoring dn Eviduasi

Sub S a e =

Bantus n Hukutn dan
HAM

Sub Bald"
Penyusiman Program,
Monitoring & E%aluasi

Pernbangunan

Sub Segbau
Analisa Jabaiam

Analisa Beban Ken.
dan Ke w i t i a n

Sub Eaglet

Rumah T mgga dan
Ftrlenttkapan

sub Baena

Peng alum Barang dan
Jasa

Dab I n t i m Sub Basins

Keagarnaain

Sub Regius
DokumentaaL Informilsi
Hukum clan Benyulut- an

iluKum

Sub %Was

LF'SE

Sub Raglan

Pr•layaaan Pubi k dais
Budaya aerie

Sub Baglaa

Protokoler dart 11-1
Pimpinan

Ilmb Ha i l=
EVE luasi, Pelaporan
dE n Penyelasaim

sanggah

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR T A H U N  2018
TANGGAL 2 0 1 8

STRUKTUR ORGANISABI
SEKRETARIAC DAERAH KABUPATEN BUOL

BUPATI
WAKIL BUPATI

sEIGRETAR113
DAERAR

IBBLAKTOK
JAB. FIJNOIMONAL

STA? AMU

EIDANG HOKUM &
POLITIK

BIDANG
iPEMERBETAHAN &
ICEMASYANAKATAN

Bi ANG SDM,
PEMBANCUNAN,

EKG VOML & KEU.



LAMPIRAB :  PERATURA N BUPATI BUOL
NOMOR T A H U N  2018
TANGGAL ,  pi)  rt,i ,  2 0 1 8

STRUKTUR ORGANIBASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

SEKIZETARIS DEWAN

KEL. JAB.
FUNGSI0NAL

BAGIAN
BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN

SUB BAG IAN

UMUM DAN
KEPEGAW AIA N

SUB BAGIAN

PRDGAM, KEUANGAN
DAN ASET

BAGIAN
PERSIDANGAN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN

KAJIAN PERUNDANG-
UNDANGAN

SUB BAGIAN

PERSIDANGAN DAN
RISA LAH

SUB BAGIAN

HUMAS, PROTOKOL
DAN PUBLIKASI

BAGIAN
t.,11..,1 I AN[

PENGANIGGARAN DAN
PF.t

BU PATI BUOL

SUB BAGIAN
FASILITASI

PENGANGGA RAN

SUB BAGIAN
FASIUTASI

PENGAWASAN

SUB BAGIAN
KERJASAMA DAN

ASPIRASI



LAMPIRAN I I I  :  P E R AT U R A N  BUPATI BU0L
sN0NI0R l •  TAHUN 2018
TANG0AL t o ,  A p r o l ,  2 0 1 8

F N  S I  N A L  PENGAWAS
PEMERINTAHAN as AUDITOR

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERE1NCANAAN DAN
PROGRAM

SUB BAGIAN

ANALASIS, EVALUASI,
PELAPORAIN h TINDAK

LANJUT

SUB BAGIAN

UMUM, KEUANGAN
DAN ASST

INSPEKTUR PEMBANTU I

FUNGSIONAL PENGAWAS
PEMERINTAHAN & AUDITOR

I

INSPEKTUR PEMBANTU II

FUNGSIONAL PENGAWAS
PEMli,RINTAHAN & AUDITOR

INSPEKTUR PEMBANTU IIl INSPEKTUR PEMBANTU IV

FUNGSI0NAL PENGAWAS
PEMERINTAHAN 86 AUDITOR

BUPATI  B U O L


